NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PELAYANAN TERINTEGRASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DENGAN
PENCATATAN PERCERAIAN, PENETAPAN ISBAT NIKAH, PENGANGKATAN
ANAK, DAN ASAL USUL ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA

NOMOR : 6484/-072
NOMOR : W9-A/3325/HM.00/12/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember, tahun dua ribu dua
puluh satu (29-12- 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

. BUDI AWALUDDIN : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 7, Kota
Administrasi Jakarta Barat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut
berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 21
Desember 2021, oleh karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

iIl. SYARIF MAPPIASSE . Ketua Pengadilan Tinggi Agama Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Raden
Inten Il Nomor 3, Duren Sawit, Kota Administrasi
Jakarta Timur.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut
berdasarkan Surat Keputusan Ketua
MAHKAMAH AGUNG RI Nomor:
104/KMA/SK/IV/2020 tanggal 17 April 2020, oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
Pengadilan Tinggi Agama Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang
bertugas melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang
mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
banding, termasuk di antaranya perkara perceraian, isbat nikah, pengangkatan
anak dan asal-usul anak. PIHAK KEDUA juga bertugas dan berwenang mengadili
di tingkat pertama dan tingkat terakhir sengketa kewenangan di Pengadilan Agama
Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Timur,
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta Utara.

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka
Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, dan menindaklanjuti
Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan pelayanan
terintegrasi dokumen kependudukan dengan pencatatan perceraian, penetapan
isbat nikah, pengangkatan anak dan asal usul anak dalam lingkup tugas di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan
tentang Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan Pencatatan
Perceraian, Penetapan Isbat Nikah, Pengangkatan Anak, dan Asal Usul Anak oleh
Pengadilan Agama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi
PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Terintegrasi Dokumen
Kependudukan dengan Pencatatan Perceraian, Penetapan Isbat Nikah,
Pengangkatan Anak, dan Asal Usul Anak oleh Pengadilan Agama.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:

a. mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam mewujudkan pelayanan
dokumen kependudukan yang terintegrasi dengan pelayanan pencatatan
perceraian, isbat nikah, pengangkatan anak dan asal usul anak sebagai bagian
dari upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

b. meningkatkan jaminan pemenuhan hak penduduk mendapatkan pelayanan
pencatatan perceraian, penggantian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik dengan status Cerai Hidup; dan

c. meningkatkan akurasi data penduduk.

Pasal 2
OBJEK DAN LOKASI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi Dokumen
Kependudukan dengan Pencatatan Perceraian, Penetapan Isbat Nikah, Pengangkatan
Anak, dan Asal Usul Anak oleh Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

a. pelayanan terintegrasi akta perceraian oleh Pengadilan Agama dengan penerbitan
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan perubahan status
cerai hidup oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten
Administrasi;

b. pelayanan terintegrasi penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama dengan
layanan catatan pinggir/penerbitan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu
ldentitas Anak oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota/Kabupaten Administrasi; dan

c. pelayanan terintegrasi penetapan pengangkatan anak dan asal usul anak oleh
Pengadilan Agama dengan pelayanan catatan pinggir pada akta kelahiran anak,
Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak oleh Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyiapkan sistem, formulir, sarana dan prasarana penunjang yang
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi Dokumen
Kependudukan dengan Pelayanan Pencatatan Perceraian, Penetapan Isbat
Nikah, Pengangkatan Anak dan Asal Usul Anak oleh PIHAK KEDUA;

b. menyiapkan, memelihara dan mengembangkan software aplikasi Pelayanan
Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan pelayanan yang menjadi lingkup
tugasnya;

c. menjamin kelancaran hak akses Aplikasi Pelayanan Terintegrasi Dokumen
Kependudukan dengan Pelayanan Pencatatan Perceraian, Penetapan Isbat
Nikah, Pengangkatan Anak dan Asal Usul Anak oleh PIHAK KEDUA;

d. memberikan pembinaan dan pelatihan penggunaan sistem/aplikasi Pelayanan
Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan Pelayanan Pencatatan
Perceraian, Penetapan Isbat Nikah, Pengangkatan Anak dan Asal Usul Anak
oleh PIHAK KEDUA,

e. memverifikasi permohonan pelayanan dokumen kependudukan;

f. menerbitkan Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang, Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru mantan istri, Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru mantan suami, Kartu
Identitas Anak jika mengalami perubahan alamat, sebagai tindak lanjut atas
dikeluarkannya Akta Perceraian oleh PIHAK KEDUA,;

g. menerbitkan Kartu Keluarga dan perubahan akta kelahiran, sebagai tindak
lanjut atas penetapan isbat nikah, penetapan tentang asal usul anak,
penetapan tentang pengangkatan anak dari PIHAK KEDUA, menerima,
menghimpun dan mengolah hasil pelaporan terjadinya peristiwa perceraian,
isbat nikah, asal usul anak dan pengangkatan anak;

h. menyusun, menyajikan dan memanfaatkan data statistik vital untuk
perencanaan di bidang kependudukan; dan



I. melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan
Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan Pelayanan
Pencatatan Perceraian, Penetapan Isbat Nikah, Pengangkatan Anak dan Asal
Usul Anak oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyiapkan perangkat komputer, jaringan internet, dan petugas operator;

b. mengirimkan data perceraian, penetapan tentang isbat nikah, penetapan
tentang pengangkatan anak dan penetapan tentang asal usul anak secara
sistem, serta mengirimkan/mengupload berkas permohonan dokumen
kependudukan kepada PIHAK KESATU secara sistem;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan
Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan pelayanan yang menjadi lingkup
tugas PIHAK KEDUA; dan

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi
Dokumen Kependudukan dengan pelayanan yang menjadi lingkup tugas
PIHAK KEDUA.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada dokumen rencana kerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK KESATU akan menugaskan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil tingkat Kota/Kabupaten, sementara PIHAK KEDUA akan menugaskan
Pengadilan Agama Kota di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait
sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

(3) Pelayanan terintegrasi dokumen kependudukan dengan pelayanan pencatatan
perceraian, isbat nikah, pengangkatan anak dan asal usul anak oleh PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan menggunakan Aplikasi.

(4) Data hasil Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan pelayanan
pencatatan perceraian, isbat nikah, pengangkatan anak dan asal usul anak yang
menjadi lingkup tugas PIHAK KEDUA dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU dalam
penyusunan statistik vital kependudukan.

(5) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini timbul permasalahan, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA
PIHAK.

(2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.



Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada

anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Nota Kesepakatan ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus
disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat
dan/atau email kepada masing-masing pihak.

a) PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Alamat : Jalan S. Parman Nomor 7,
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor Telepon : (021) 5662400
Faksimile : (021) 5662400
Email : bindafcapil@gmail.com

b) PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Alamat : Jalan Raden Inten Il Nomor 3, Duren Sawit,
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon : (021) 86902313

Faksimile : (021) 86902314

Email . ptadkijakarta@gmail.com

(2) Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, maka segala pemberitahuan
dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
dianggap telah disampaikan pada saat :

a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;

b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 7 (tujuh) hari
kerja setelah pengiriman; dan

c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui
faksimile atau teleks.

(3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota
Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

(4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK
KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

(5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum
pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.



Pasal 10
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang
belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan
persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk
perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK
KESATU dan sebagai 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
KETUA PENGADILAN TINGGI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
AGAMA DAERAH KHUSUS DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI

OTA JAKARTA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA &

MAPPIASSE BUDI AWALUDDIN



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS [IBUKOTA JAKARTA DAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG PELAYANAN TERINTEGRASI DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DENGAN PENCATATAN PERCERAIAN,
PENETAPAN ISBAT NIKAH, PENGANGKATAN ANAK, DAN

ASAL USUL ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA

NOMOR
NOMOR
TANGGAL

DOKUMEN RENCANA KERJA

: 6484/-072
: W9-A/3325/HM.00/12/2021
: 29-12-2021

Ruang Lingkup

Mekanisme

Pelaksanaan Kegiatan

Pihak Kesatu Pihak Kedua

Pelayanan terintegrasi akta perceraian

Tata Cara Persyaratan Pelayanan Terintegrasi Layanan Akta
Perceraian Pengadilan Agama dengan Penerbitan SKP/SKPD,
KK dan KTP-el mantan suami, KK dan KTP-el mantan isteri,
KIA anak jika terjadi perubahan alamat
1) Pemohon :
a) Mengisi formulir permohonan pindah datang, KK dan KTP
yang disediakan di Pengadilan Agama;
b) Menyampaikan formulir dan berkas persyaratan kepada
petugas di Pengadilan Agama; dan
c) Menerima tanda terima/bukti permohonan.

2) Petugas Pengadilan Agama:

a) Menerima dan meneliti persyaratan;

b) Memberikan tanda terima/bukti permohonan;

c) Menginput data perceraian penduduk dan
mengirimkannya secara system; dan

d) Mengirimkan formulir permohonan dan mengupload
berkas persyaratan secara system pada petugas Sudin
Dukcapil Kota/Kabupaten.

3) Dinas/Sudin Dukcapil Kota/Kabupaten:

Suku Dinas Kependudukan Pengadilan Agama se
dan Pencatatan Sipil Kota/ DKI Provinsi Jakarta
Kabupaten Administrasi




4)

5)

a) Mengecek data dan berkas permohonan (secara system
dan berkas);

b) Melakukan verifikasi dan validasi dalam SIAK;

c) Memproses SKP/SKPD dan perubahan biodata/status
cerai hidup penduduk;

d) Menerbitkan KK dan KTP-el mantan suami-isteri serta
KIA anak jika terjadi perubahan alamat;

e) Menyampaikan KK, KTP-el dan KIA melalui Pengadilan
Agama atau langsung pemohon sesuai dengan keinginan
pemohon; dan

f) Melakukan kegiatan penatausahaan.

Petugas Pengadilan Agama:

a) Menerima KK dan KTP-el mantan suami-isteri serta KIA
dan menyampaikannya kepada Pemohon; dan

b) Memintakan tanda terima kepada pemohon.

Pemohon:

a) Menerima KK dan KTP-el mantan suami-istri, serta KIA;
dan

b) Menandatangani KK.

Pelayanan terintegrasi penetapan isbat
nikah dengan layanan catatan
pinggir/penerbitan akta kelahiran anak,
Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak

Pelayanan Terintegrasi Isbat Nikah Pengadilan Agama dengan
Penambahan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran, Penerbitan
KK dan KIA anak jika terjadi perubahan

1)

2)

Pemohon :

a) Mengisi formulir permohonan KK dan Perubahan Akta
Kelahiran yang disediakan di Pengadilan Agama;

b) Menyampaikan formulir dan berkas persyaratan kepada
petugas di Pengadilan Agama; dan

¢) Menerima tanda terima/bukti permohonan.

Petugas di Pengadilan Agama:

a) Menerima dan meneliti persyaratan;

b) Memberikan tanda terima/bukti permohonan;

¢) Menginput data perceraian penduduk dan
mengirimkannya secara system; dan

d) Mengirimkan formulir permohonan dan mengupload
berkas persyaratan secara system pada petugas Sudin
Dukcapil Kota/Kabupaten.

Suku Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota/
Kabupaten Administrasi

Pengadilan Agama se
DKI Provinsi Jakarta




3)

4)

5)

Dinas/Sudin Dukcapil Kota/Kabupaten:
a) Mengecek data dan berkas permohonan (secara system
dan berkas);
b) Melakukan verifikasi dan validasi dalam SIAK;
c) Memproses perubahan biodata anak dan CP (catatan
pinggir) pada register dan kutipan akta kelahiran;
Menerbitkan KK dan CP pada akta kelahiran
anak;Menyampaikan KK dan akta kelahiran yang telah
diberikan CP; dan

d) Melakukan kegiatan penatausahaan.

Petugas Pengadilan Agama:

a) Menerima KK dan akta kelahiran yang telah diberikan CP
dan menyampaikannya kepada Pemohon; dan

b) Memintakan tanda terima kepada pemohon.

Pemohon:

a) Menerima KK dan akta kelahiran yang telah diberikan CP;
dan

b) Menandatangani KK.

Pelayanan terintegrasi penetapan
pengangkatan anak dan asal usul anak
dengan pelayanan catatan pinggir pada
akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan
Kartu Identitas Anak

Pelayanan Terintegrasi Pengangkatan Anak atau Asal Usul
Anak Pengadilan Agama dengan Penambahan Catatan Pinggir
pada Akta Kelahiran, Penerbitan KK dan KIA anak jika terjadi
perubahan:

1)

2)

Pemohon :

¢) Mengisi formulir permohonan KK dan Perubahan Akta
Kelahiran yang disediakan di Pengadilan Agama,;

d) Menyampaikan formulir dan berkas persyaratan kepada
petugas di Pengadilan Agama; dan

e) Menerima tanda terima/bukti permohonan.

Petugas di Pengadilan Agama:

a) Menerima dan meneliti persyaratan;

b) Memberikan tanda terima/bukti permohonan;

c) Menginput data perceraian penduduk dan
mengirimkannya secara sistem; dan

Suku Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota/
Kabupaten Administrasi

Pengadilan Agama se
DKI Provinsi Jakarta




d) Mengirimkan formulir permohonan dan mengupload
berkas persyaratan secara system pada petugas Sudin
Dukcapil Kota/Kabupaten.

3) Dinas/Sudin Dukcapil Kota/Kabupaten:

a) Mengecek data dan berkas permohonan (secara system
dan berkas);

b) Melakukan verifikasi dan validasi dalam SIAK;

c) Memproses perubahan biodata anak dan CP pada
register dan kutipan akta kelahiran;

d) Menerbitkan KK dan CP perubahan akta kelahiran anak;

e) Menyampaikan KK dan akta kelahiran yang telah
diberikan CP; dan

f) Melakukan kegiatan penatausahaan.

4) Petugas Pengadilan Agama:
a) Menerima KK dan akta kelahiran yang telah diberikan CP
dan menyampaikannya kepada Pemohon; dan
b) Memintakan tanda terima kepada pemohon.

5) Pemohon :
a) Menerima KK dan akta kelahiran yang telah diberikan CP;
dan
b) Menandatangani KK.

PIHAK KESATU
UKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SUS IBUKOTA JAKARTA
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PIHAK KEDUA
: KEPALA DINAS KEPE
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